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ABSTRAK 
NUR ANNISA RIZKY (B111 10 422), DENGAN JUDUL  
“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG 
BERKONFLIK DENGAN HUKUM”. DI BAWAH BIMBINGAN BAPAK 
MUHADAR SELAKU PEMBIMBING I DAN BAPAK SYAMSUDDIN 
MUCHTAR SELAKU PEMBIMBING II.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui realita tindak pidana 
yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Makassar, untuk 
mengetahui upaya yang dilakukan dalam memberikan perlindungan 
hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. 
Penulis melakukan penelitian di Kepolisian, Kejaksaan Negeri 
Makassar, Pengadilan Negeri Makassar dan Balai Permasyarakatan, 
Dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan 
studi dokumen  yang berkaitan dengan permasalahan yang akan 
dikaji. 
Hasil Penelitian realita tindak pidana yang dilakukan oleh anak 
di Pengadilan Negeri Makassar dan upaya pemberian perlindungan 
hukum bagi anak masih kurang mempertimbangkan hak-hak bagi 
anak dan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini dilatarbelakangi 
dengan semakin banyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh anak 
dan anak sebagai terdakwa dalam persidangan seringkali hak-
haknya tidak diberikan dengan sebagaimana mestinya. 
Dalam menangani perkara anak nakal, yakni anak yang 
melakukan tindak pidana, aparat penegak hukum baik penyidik anak, 
penuntut umum anak, hakim anak maupun petugas lembaga 
permasyarakatan anak harus lebih berhati-hati karena jika tidak 
memberikan perlindungan hukum sebagaimana mestinya maka akan 
berdampak pada kelangsungan hidup anak. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari 
berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, 
sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus 
dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan 
kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan Peradilan Pidana Anak 
yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapat perlindungan dari 
kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang 
diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik 
dan sosial. 
Peradilan pidana anak merupakan suatu peradilan yang khusus 
menangani perkara pidana anak.1 Penyidik Anak, Penuntut Umum 
Anak, Hakim Anak, Petugas Permasyarakatan Anak merupakan satu 
kesatuan yang termasuk dalam suatu sistem yang disebut dengan 
Sistem Peradilan Pidana Anak (The Junevile Justice System), bertujuan 
untuk menanggulangi kenakalan anak, juga diharapkan dapat 
                                                          
1 Di lingkungan peradilan umum dapat diadakan pengkhususan yang di atur  dalam 
undang-undang (Pasal 8 UU No. 2 Tahun 1982 tentang Pengadilan Umum) 
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memberikan perlindungan kepada anak yang mengalami masalah 
dengan hukum. 
Istilah Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan terjemahan dari 
istilah The Junevile Justice System, yaitu suatu istilah yang digunakan 
sedefinisi dengan jumlah institusi yang terkandung dalam pengadilan, 
yang meliputi polisi, jaksa, penuntut umum, hakim, penasehat hukum, 
lembaga pengawas, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas 
pembinaan anak.2 
Selanjutnya Muladi mendefenisikan sistem peradilan pidana 
sebagai jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana 
materiil, hukum pidana formil ataupun hukum pelaksanaan pidana.3 
Proses Peradilan Pidana Anak mulai dari penyidikan, penuntutan, 
pengadilan dan dalam menjalankan putusan pengadilan di Lembaga 
Permasyarakatan Anak wajib dilakukan oleh pejabat-pejabat terdidik 
khusus atau setidaknya mengetahui tentang masalah Anak Nakal. 
Perlakuan selama proses Peradilan Pidana Anak harus memperhatikan 
proses-proses perlindungan anak dan tetap menjunjung tinggi harkat 
dan martabat anak tanpa mengabaikan terlaksanan keadilan dan bukan 
membuat nilai kemanusiaan anak menjadi lebih rendah. 
Anak merupakan aset bangsa sebagai bagian dari generasi muda 
yang berperan strategis dalam kemajuan suatu bangsa. Peran strategis 
ini disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan suatu 
                                                          
2 Muladi dalam, Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem 
Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Yogyakarta:Genta Publishing, 2011, hlm. 35. 
3 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, Bandung: Bina Cipta, 1996, hlm. 17.  
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konvensi yang intinya berhak mendapatkan perlindungan atas hak-hak 
yang dimilikinya. Pada tahun 1990 lahirlah Konvensi Hak Anak 
(Convention on the Right of the Child) yang telah diratifikasi oleh 192 
Negara termasuk Indonesia. Ratifikasi terhadap konvensi tersebut 
dilaksanakan melalui Kepres No.36 tahun 1990 tentang Pengesahan 
Convention on the Right of the Child. 
Konsekuensi dari hal tersebut yaitu Indonesia harus memajukan 
serta melindungi kepentingan hak-hak anak sebagai subyek hukum 
seutuhnya. Dalam konvensi tersebut terdapat prinsip umum yang harus 
diberlakukan terhadap anak yaitu prinsip non diskriminatif, yaitu setiap 
manusia tidak terkecuali anak memiliki perbedan satu sama lain. Hal ini 
tertera pada Pasal 2 Ayat (1) Konvensi Hak Anak yang meyatakan : 
“Negara-negara peserta (states parties) akan menghormati dan 
menjamin hak-hak yang telah di tetapkan dalam konvensi ini terhadap 
setiap anak dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam 
bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, 
bahasa, agama, pandangan politik, asal-usul, sosial, harta kekayaan, 
cacat, kelahiran atau status lain dari anak atau orang tua atau walinya 
yang sah menurut hukum” 
 
Oleh karena itu Negara sudah sepantasnya menjadi pelindung 
utama sekaligus penjamin terlindunginya semua anak dari segala 
bentuk diskriminasi yang dilakukan oleh siapun juga. Sementara pasal-
pasal lainnya dalam konvensi hak anak yang era kaitannya dengan 
perlindungan hak-hak anak yaitu : 
1. Pasal 9 Ayat (1) dan (3) mengatur mengenai pemisahan anak dari 
orangtuanya. 
4 
 
2. Pasal 20 mengatur mengenai anak yang kehilangan lingkungan 
keluarganya baik secara tetap maupun sementara. 
3. Pasal 40 Ayat (2) huruf (b) mengatur mengenai jaminan hukum 
kepada anak yang dituduh melanggar hukum. 
Penyimpangan perilaku melanggar hukum yang dilakukan anak 
disebabkan berbagai faktor. Antara lain dampak negatif dari 
perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang 
komunikasi dan informasi, kemajuan IPTEK, serta perubahan gaya 
hidup telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam 
kehidupan masyarakat. Sehingga akan sangat berpengaruh pada nilai 
dan perilaku anak. Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh 
bimbingan kasih sayang, pembinaan dalam pengembangan sikap dan 
perilaku, penyesuaian diri serta pengawasan dari orang tua, wali atau 
orang tua asuh akan menyebabkan anak mudah terseret pada 
pergaulan yang kurang sehat. Sehingga akan merugikan 
perkembangan pribadinya. Bahkan hal tersebut dapat membuka 
peluang bagi anak untuk melakukan tindak pidana. Walaupun anak 
dapat menentukan sendiri langkah dan perbuatannya berdasarkan 
pikiran, perasaan dan kehendaknya, akan tetapi keadaan lingkungan 
disekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Diantaranya adalah 
perilaku untuk berbuat jahat. 
Salah satu bentuk pelanggaran terhadap anak adalah adanya 
perlakuan buruk terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Padahal 
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seharusnya hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana juga perlu 
mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai pihak yang terkait. 
Karena anak yang melakukan tindak pidana juga berhak atas 
perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dalam hukum. Hak atas 
jaminan pelarangan penyiksaan anak dan hukuman yang tidak 
manusiawi. Hak atas Hukum Acara Peradilan Anak. Hak untuk 
memperoleh bantuan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan 
dan sebagainya. Putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan anak 
sebagai pelaku tindak pidana. Oleh sebab itu hakim harus yakin bahwa 
putusan yang akan diambil akan dapat menjadi salah satu dasar kuat 
untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang 
lebih baik dan untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang 
bertanggungjawab bagi keluarga, bangsa dan negara. Hal ini harus 
diperhatikan oleh hakim sebagai aparat penegak hukum dalam 
menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. 
Menurut G. Pieter Hoefnagels, keterlibatan masyarakat dalam 
kebijakan penanggulangan kejahatan (criminal policy) sangat penting, 
karena kebijakan penanggulangan kejahatan (criminal policy) 
merupakan usaha yang rasional dari masyarakat sebagai reaksi 
terhadap kejahatan.4 Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan 
dengan perencanaan yang rasional dan menyeluruh sebagai respon 
terhadap kejahatan. Kebijakan yang dilakukan termasuk bagaimana 
                                                          
4 Dr. Marlina, S.H., M. Hum., Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan 
Konsep Diversi dan Restorative Justice, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 15. 
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mendesain tingkah laku manusia yang dapat dianggap sebagai 
kejahatan.5 
Secara garis besar upaya penanggulangan kejahatan dibagi dua, 
yaitu jalur “penal” (hukum pidana) dan jalur “nonpenal” (bukan/diluar 
hukum pidana). Menurut G. Pieter Hoefnagels, upaya pencegahan 
tanpa pidana dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai 
kejahatan dan pemidanaan lewat media massa termasuk upaya 
“nonpenal”.  
Penanggulangan  melalui jalur “penal” menyangkut bekerja fungsi 
aparatur penegak hukum sistem peradilan pidana yang terdiri dari 
kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan. 
Penanggulangan lewat jalur “penal” lebih menitik beratkan pada sifat 
“repressive” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah 
kejahatan terjadi, sedangkan “nonpenal”  lebih menitik beratkan pada 
sifat “preventive” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum 
kejahatan terjadi. Jalur “nonpenal” merupakan jalur penaggulangan 
dengan cara peningkatan nilai keagamaan, penyuluhan melalui pemuka 
masyarakat dan kegiatan lainnya. Persoalan kejahatan tidak hanya 
diarahkan kepada penyelesaian melalui proses peradilan, tetapi bisa 
melalui nonperadilan.6 
                                                          
5 Ibid. 
6 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Alumni, hlm . 118, mengatakan 
bahwa tidak represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam 
arti luas. 
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Pendapat G. Pieter Hoefnagels tersebut secara tidak langsung 
menunjukkan bahwa jalur penal atau jalur pidana bukan merupakan 
upaya satu-satunya upaya penanggulangan kejahatan. G. Pieter 
Hoefnagels mengakui jalur nonpenal  dapat dilakukan dalam upaya 
penanggulangan kejahatan.  
Oleh karena itu, dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap anak 
sebagai pelaku tindak pidana, haruslah diperhatikan tentang tujuan 
peradilan anak. Yaitu melakukan koreksi dan rehabilitasi, sehingga 
anak dapat kembali ke kehidupan yang normal dan mandiri demi 
potensi masa depannya7. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap 
cara penanganan kasus anak. Karena para petugas Peradilan yang 
ada di dalam Peradilan anak belum sepenuhnya memiliki perspektif 
anak. Yang terpenting adalah bagaimana cara mendidik anak dalam 
proses penyelesaian konflik dengan hukum. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka yang 
menjadi masalah pokok dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Bagaimanakah realita tindak pidana yang dilakukan oleh anak di 
Pengadilan Negeri Makassar ? 
                                                          
7 Sri Widowati Soekanto, Anak dan Wanita Dalam Hukum, LP 3 ES, Jakarta, 1984, hlm. 
13. 
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2. Apakah upaya yang dilakukan dalam memberikan perlindungan 
hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ? 
 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Sebagaimana diketahui bahwa suatu karya ilmiah mempunyai 
tujuan dan kegunaan yang hendak dicapai oleh penulisnya, demikian 
halnya dengan penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui realita tindak pidana yang dilakukan oleh anak di 
Pengadilan Negeri Makassar. 
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam memberikan 
perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. 
Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagi berikut : 
1. Bagi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hasil penelitian ini 
dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perbendaharaan 
perpustakaan yang diharapkan berguna bagi mahasiswa dan mereka 
yang ingin mengetahui dan meneliti lebih jauh tentang masalah ini. 
2. Bagi hakim, penelitian dapat digunakan sebagai masukan dalam 
memberikan perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan 
hukum.  
3. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat dijadikan tambahan informasi 
dan pengetahuan bagi masyarakat tentang perlindungan hukum bagi 
anak yang berkonflik dengan hukum.  
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4. Penulis skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam 
perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Acara 
Pidana pada khususnya yang berkaitan dengan masalah yang 
dibahas dalam penelitian ini. 
 
D. Sistematika Penulisan 
Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai 
sistematika penulisan yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan 
hukum maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. 
Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari empat bab yang 
tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk 
memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. 
Sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut : 
BAB I PENDAHULUAN Dalam bab ini diuraikan mengenai latar 
belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika 
penulisan, dan defenisi operasional. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA Dalam bab ini berisi tentang 
landasan teori tentang pengertian perlindungan hukum dan 
perlindungan anak, pengertian anak, batasan umur anak, pengertian 
anak yang berkonflik dengan hukum, tahap pemeriksaan perkara 
pidana yang dilakukan oleh anak, peranan para pihak yang terlibat 
dalam proses perkara pidana yang dilakukan oleh anak. 
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BAB III METODE PENELITIAN Dalam bab ini berisi lokasi dan 
waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan 
teknik analisis data. 
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Dalam bab ini 
penulis akan membahas dan menjawab permasalahan yang telah 
ditentukan sebelumnya. Pertama, Bagaimanakah realita tindak pidana 
yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Makassar. Kedua, 
Apakah upaya yang dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum 
terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. 
BAB V PENUTUP Dalam bab ini berisi kesimpulan dari jawaban 
permasalahan yang menjadi objek penelitian dan saran-saran. 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Pengertian Perlindungan Hukum dan Perlindungan Anak 
Perlindungan hukum menurut Universal Declaration Of Human Right tanggal 
10 Desember 1984 antara lain meliputi Pasal 10 yang berbunyi “Hak untuk 
diperlakukan secara manusiawi dan menghormati martabat manusia bagi orang yang 
dirampas kemerdekaannya”. Pasal 6 berbunyi “Berhak diakui sebagai manusia 
(subjek hukum) di hadapan hukum di mana saja”. Selain itu Pasal 76 juga 
menyebutkan “Hak yang sama di hadapan hukum dan hak atas perlindungan hukum 
yang sama”. 
Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh masyarakat dalam 
berbagai kedudukan dan peranan yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa 
dan bangsa dikemudian hari. Secara umum diketahui bahwa perlindungan anak 
adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak 
dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan 
anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Dasar pelaksanaan perlindungan anak, 
yaitu: 
1. Dasar Filosofis, Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan 
keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa, serta dasar filosofis 
pelaksanaan perlindungan anak. 
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2. Dasar Etis, pelaksaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang 
berkaitan untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan 
kewenangan, kekuasaan dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak. 
3. Dasar Yuridis, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-
Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang 
berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan 
terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum 
yang berkaitan.8 
Jadi berdasarkan Universal Declaration Of Human Right setiap individu adalah 
subjek hukum yang berhak atas perlakuan yang manusiawi dengan kedudukan yang 
sama di hadapan hukum sehingga berhak atas perlindungan hukum yang sama. 
Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak yang terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (2) yang menyatakan 
“perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan 
hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara 
optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Perlindungan anak juga dapat 
diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan 
memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan 
penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak 
secara wajar baik fisik, mental dan sosialnya. Perlindungan anak bermanfaat bagi 
anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama 
                                                          
8 Dr. Maidin Gultom, SH., M. Hum., Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan 
Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 37. 
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perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan 
kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. 
Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 20 juga disebutkan bahwa 
yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan 
anak adalah Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Jadi 
perlindungan anak bukanlah tanggung jawab negara atau orang tua saja, melainkan 
harus diselenggarakan secara bersama-sama oleh negara, pemerintah, masyarakat, 
keluarga dan orang tua agar pelaksanaan perlindungan anak yang efektif, rasional 
positif, bertanggung jawab dan bermanfaat dapat tercapai. 
 
B. Pengertian Anak 
Dalam hal mengenai pembahasan anak, maka diperlukan suatu perumusan 
yang dimaksud dengan anak, termasuk batasan umur. Sampai saat ini di Indonesia 
ternyata masih banyak terdapat perbedaan pendapat mengenai pengertian anak, 
sehingga kadang menimbulkan kebingungan untuk menentukan seseorang sebagai 
anak atau bukan. Hal ini dikarenakan sistem perundang-undangan di Indonesia yang 
bersifat pluralisme, sehingga anak mempunyai pengertian dan batasan yang 
berbeda-beda antara satu perundang-undangan dengan perundang-undangan lain.  
1. Pengertian Anak menurut Peraturan Perundang-undangan 
Berikut ini uraian tentang pengertian anak menurut beberapa peraturan 
perundang-undangan: 
a. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
Pengertian kedudukan anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian 
seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak 
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khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang 
berlaku. Pengertian anak dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum 
positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk 
membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya anak 
tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak. Pengertian anak dalam KUHP 
dapat kita ambil contoh dalam Pasal 287 KUHP, dalam Pasal disebutkan bahwa 
anak di bawah umur adalah apabila anak tersebut belum mencapai usia 15 
(lima belas) tahun. 
b. Anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia 
Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 39  Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia, terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 Ayat (5) 
menyebutkan “anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan 
belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih ada dalam 
kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”. 
c. Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak 
Pasal 1 UU Pelindungan Anak menyebutkan, ”anak adalah seseorang yang 
belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam 
kandungan”. 
Berdasarkan Pasal tersebut, seseorang yang disebut dengan anak adalah 
seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk juga 
anak yang masih dalam kandungan ibunya. 
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d. Anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 
Anak 
Undang-Undang Kesejahteraaan Anak dalam Pasal 1 Ayat (2) menyebutkan, 
“anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu ) tahun 
dan belum pernah menikah”. 
Jadi seseorang dikatakan anak apabila usianya belum mencapai 21 (dua puluh 
satu) tahun dan belum pernah melakukan permenikahan. 
e. Anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak  
Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Anak menyebutkan, “anak adalah 
orang yang dalam perkara anak nakal belum mencapai 18 (delapan belas) 
tahun dan belum pernah menikah. 
Jadi di sini yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang telah mencapai 
18 (delapan belas) tahun, akan tetapi usianya tidak lebih dari 18 (delapan 
belas) tahun serta belum pernah melakukan permenikahan. 
 
2. Pengertian Anak Secara Sosiologis 
Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah 
seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan 
dengan anak-anak atau Junevale adalah seorang yang masih dibawah usia 
tertentu dan belum dewasa serta belum menikah. Pengertian dimaksud 
merupakan pengertian yang sering kali dijadikan pedoman dalam mengkaji 
berbagai persoalan tentang anak. 
Dalam masyarakat Indonesia yang berpegang teguh kepada hukum adat, 
walaupun diakui adanya perbedaan antara masa  anak-anak dan dewasa namun 
16 
 
perbedaan tersebut bukan hanya didasarkan kepada batas usia melainkan 
didasarkan pula kepada kenyataan sosial dalam pergaulan hidup masyarakat. 
Seseorang adalah dewasa apabila ia secara fisik telah memperlihatkan tanda-
tanda kedewasaan yang dapat mendukung penampilan. 
Dikemukakan oleh Soepomo bahwa tidak ada batas umur yang pasti 
bilamana anak menjadi dewasa, hal itu hanya dapat dilihat dari ciri-ciri yang 
nyata. Contohnya anak yang belum dewasa, di Jawa Barat disebut belum cukup 
umur, belum baligh, belum kuat yaitu anak yang karena usianya masih muda, 
masih belum dapat mengurus diri sendiri yang sungguh masih kanak-kanak. Belum 
ada petunjuk bahwa hukum adat Jawa Barat mengenal batas umur yang pasti, 
bilamana seseorang dianggap telah dewasa sejak kuat gawe (dapat bekerja), sejak 
ia mampu mengurus diri sendiri dan melindungi kepentingannya sendiri. Hanya 
dari ciri-ciri yang nyata dapat dilihat apakah seseorang sudah dapat bekerja atau 
belum dan ikut serta dalam kehidupan hukum dan sosial di desa, daerah atau 
lingkungannya. 
 
3. Pengertian Anak Secara Psikologis 
Ditinjau dari aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase 
perkembangan kejiwaan yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. 
Untuk menentukan kriteria seorang anak, disamping di tentukan atas dasar batas 
usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang 
dialaminya. Adanya fase-fase perkembangan anak yang dialami dalam kehidupan 
seorang anak, memberikan gambaran bahwa dalam pandangan psikologi untuk 
menetukan batasan terhadap seorang anak nampak adanya berbagai macam 
17 
 
kriteria, baik didasarkan pada segi usia maupun dari perkembangan pertumbuhan 
jiwa. 
Dapat disimpulkan bahwa yang dapat dikategorikan sebagai seorang anak 
adalah sejak masih bayi hingga masa kanak-kanak terakhir, yaitu sejak dilahirkan 
hingga usia 12 tahun. Namun karena dikenal adanya masa remaja, maka setelah 
masa kanak-kanak berakhir seorang anak belum dapat dikategorikan sebagai 
orang yang dewasa, melainkan baru menginjak remaja9. 
 
C. Batasan Umur Anak 
Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana karena 
dipergunakan sebagai acuan untuk mengetahui apakah seseorang yang diduga 
melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Hal ini sangat diperlukan 
untuk dijadikan pegangan bagi aparat penegak hukum agar tidak terjadi salah 
tangkap, salah tahan, salah sidik salah tuntut maupun salah mengadili karena 
menyangkut hak asasi seseorang. 
Dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan 
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
ketentuan mengenai batas umur anak diatur dalam : 
1. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 berbunyi : 
“Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 
(delapan belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan 
belum pernah menikah”. 
                                                          
9 Soepomo dalam, Dr. Nandang Sambas, S.H.,M.H., Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan 
Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, 
hlm. 1. 
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Ketentuan ini berlaku dalam perkara anak nakal tanpa membedakan jenis kelamin 
laki-laki ataupun perempuan dengan batasan umur secara minimal dan maksimal. 
2. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 berbunyi : 
“Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-
kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) 
tahun dan belum pernah menikah”. 
3. Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 berbunyi: 
“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak 
yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan 
belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Jadi berdasarkan penjelasan 
Pasal-Pasal tersebut di atas, dalam penulisan skripsi ini yang dijadikan acuan 
adalah dalam membahas perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik 
dengan hukum adalah pengertian anak menurut UU No.11 tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang 
selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, 
tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak 
pidana. 
Dilihat dari aspek perkembangan psikologis, menurut Kartini Kartono bahwa 
seseorang baru memiliki sikap yang logis dan rasional kelak ketika mencapai usia 13-
14 tahun. Pada usia ini emosionalitas anak jadi semakin berkurang, sedangkan unsur 
intelektual dan akal budi jadi semakin menonjol, minat  yang obyektif terhadap dunia 
sekitar menjadi semakin besar. Namun, ia juga mengatakan bahwa pada masa ini 
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anak tidak lagi banyak dikuasai oleh dorongan-dorongan endogin dalam perbuatan 
dan pikirannya akan tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan dari luar.10 
 
D. Pengertian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum 
Istilah delikuen berasal dari deliquency, yang diartikan dengan kenakalan anak, 
kenakalan remaja, kenakalan pemuda dan delikuensi. Kata delikuensi atau deliqunecy 
dijumpai bergandengan dengan kata junevile, dikarenakan deliquency erat kaitannya 
dengan anak, sedangkan deliquent act diartikan perbuatan yang melanggar norma 
dasar dari masyarakat. Perbuatan tersebut apabila dilakukan oleh kelompok anak-
anak, maka disebut deliquency. Jadi, deliquency mengarah pada pelanggaran 
terhadap aturan yang dibuat kelompok sosial masyarakat tertentu bukan hanya 
hukum negara saja. Pengertian deliquency menurut Simanjuntak, yaitu:11 
1. Junevile deliquency berarti perbuatan dan tingkah laku yang merupakan 
perbuatan perkosaan terhadap norma hukum pidana dan pelanggaran-
pelanggaran terhadap kesusilaan yang dilakukan  oleh para deliquent. 
2. Junevile deliquency adalah pelaku yang terdiri dari anak (berumur dibawah 21 
tahun (pubertas), yang termasuk yurisdiksi pengadilan anak/junevile court. 
Menurut Romli Atmasasmita istilah deliquency tidak identik dengan istilah 
kenakalan dan istilah junevile tidak identik dengan istilah anak. Istilah junevile 
deliquency lebih luas artinya dari istilah kenakalan ataupun istilah anak-anak. Oleh 
                                                          
10 Dr. Kartini Kartono, Kenakalan Remaja, Patologi Sosial 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, 
hlm.  21. 
11 Simanjuntak, Latar Belakang Kenakalan Remaja, Bandung: Cetakan 2. Alumni, hlm. 60. 
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karena itu, Romli lebih cenderung menggunakan istilah kenakalan anak daripada 
istilah kejahatan anak-anak.12 
Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa kenakalan anak mencakup 3 
pengertian, yaitu:13 
1. Perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa merupakan tindak pidana 
(kejahatan), akan tetapi bila dilakukan anak-anak belum dewasa dinamakan 
deliquency seperti pencurian, perampokan dan penculikan. 
2. Perbuatan anak yang menyeleweng dari norma kelompok yang menimbulkan 
keonaran seperti kebut-kebutan, perkelahian kelompok dan sebagainya. 
3. Anak-anak yang hidupnya membutuhkan bantuan dan perlindungan, seperti anak-
anak terlantar, yatim piatu dan sebagainya, yang jika dibiarkan berkeliaran dapat 
berkembang menjadi orang-orang jahat. 
Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak, pada dasarnya anak-anak yang bermasalah dikategorikan dalam 
istilah kenakalan anak, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 
tentang Pengadilan Anak.14 Setelah diundangkannya Undang-Undang Perlindungan 
Anak, maka istilah tersebut berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum 
                                                          
12 Romli Atmasasmita, Problema Kenakalan Anak-Anak/Remaja, Jakarta: Armico, 1983, hlm. 17. 
13 Soedjono Dirdjosisworo, Penanggulangan Kejahatan, Bandung: Alumni, hlm. 150. 
14Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: “Pemerintah dan 
lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab dalam memberikanperlindungan 
khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berkonflik dengan hukum, anak dari 
kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak 
yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, 
psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, 
anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang memandang cacat dan anak korban 
perlakuan salah dan penelantaran. 
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(ABH), dan saat ini Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak pun menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum.15 
Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang 
Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan anak nakal adalah: 
1. Anak yang melakukan tindak pidana, atau 
2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik 
menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang 
hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. 
Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan 
hukum, yaitu:16 
1. Status Offence adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang 
dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos 
sekolah atau kabur dari rumah. 
2. Junevile Deliquency adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh 
orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum. 
Namun sebenarnya terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh 
anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi 
kejiwaan yang labil, proses kemantapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan 
menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. 
Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang 
ditimbulkan akibat kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar 
dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan anak. 
                                                          
15 Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak 
16 M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 33 
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Ada beberapa teori mengenai penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya 
kejahatan anak, yaitu:17 
1. Teori Biologis 
Tingkah laku delikuen pada anak-anak dapat muncul karena faktor-faktor fisiologis 
dan struktur jasmaniah seseorang, juga dapat cacat jasmaniah yang dibawah sejak 
lahir melalui gen atau plasma pembawa sifat dalam keturunan, atau melalui 
kombinasi gen, dapat juga disebabkan oleh tidak adanya gen tertentu, yang 
semuanya bisa memunculkan penyimpangan tingkah laku dan anak-anak menjadi 
delikuen secara potensial. 
2. Teori Psikogenis (psikologis dan psikiatris) 
Teori ini menekankan sebab-sebab tingkah laku delikuen anak-anak dari aspek 
psikologis atau sisi kejiwaannya. Anak-anak delikuen itu melakukan kejahatan 
didorong oleh konflik batin sendiri. Jadi mereka “mempraktekkan” konflik 
batinnya untuk mengurangi beban tekanan jiwa sendiri lewat tingkah laku agresif, 
impulsif dan primitif. Karena itu kejahatan mereka pada umumnya berkaitan 
dengan temperamen, konflik batin dan frustasi yang akhirnya ditunjukkan dengan 
cara yang salah. 
 
3. Teori Sosiogenis 
Teori ini beranggapan bahwa perilaku delikuen pada anak-anak adalah 
murnisosiologis atau sosial-psikologis sifatnya. Misalnya disebabkan oleh 
pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status 
sosial atau oleh internalisasi simbolis yang keliru. 
                                                          
17 Dr. Kartini Kartono, Kenakalan Remaja, Patologi Sosial 2, Grafinda Persada, Jakarta, 2013, hlm. 
25. 
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4. Teori Subkultural Delikuensi 
Menurut teori subkultur ini, sumber junevile deliquency yaitu sifat struktur sosial 
dengan pola budaya (subkultur) yang khas dari lingkungan familial, tetangga dan 
masyarakat yang didiami oleh anak delikuen tersebut. Sifat masyarakat tersebut 
cenderung berpopulasi padat, status sosial ekonomi penghuninya rendah, kondisi 
fisik perkampungan yang sangat buruk dan banyak disorganisasi familial dan sosial 
bertingkat tinggi. 
 
E. Tahap Pemeriksaaan Perkara Pidana yang dilakukan oleh Anak  
Hukum acara peradilan pidana anak merupakan peraturan-peraturan yang 
mengatur agar hukum pidana anak yang bersifat abstrak diberlakukan secara 
konkret. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak, acara peradilan pidana anak diatur dalam Bab III mulai dari Pasal 16 
sampai dengan Pasal 62, artinya ada 47 pasal yang mengatur hukum acara pidana 
anak. 
Sebagai bentuk pemberian jaminan perlindungan hak-hak anak anak, maka, 
Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, dan Hakim Anak wajib memberikan 
perlindungan khusus bagi anak yang diperriksa karena tindak pidana yang dilakukan 
dalam situasi darurat serta perlindungan khusus dan dilaksanakan melalui 
penjatuhan sanksi tanpa pemberatan. 
Pada proses persidangan masih menggunakan model yang ada dalam Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, berupa larangan 
menggunakan toga atau atribut kedinasan bagi petugas, hal ini terdapat dalam Pasal 
22 yang berbunyi “Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, 
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Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa 
perkara anak, anak korban, dan/atau anak saksi tidak memakai toga atau atribut 
kedinasan.” Perlakuan ini dimaksudkan agar anak tidak merasa takut mengahadapi 
Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau 
petugas hukum lainnya, sehingga dapat mengeluarkan perasaannya pada Hakim 
mengapa ia melakukan suatu tindak pidana. Selain itu, juga berguna mewujudkan 
suasana kekeluargaan agar tidak menjadi peristiwa yang mengerikan bagi anak. 
 
 
 
1. Penyidikan  
Penyidikan mengandung arti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat 
penyidik sesuai dengan cara dalam undang-undang untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak 
pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak 
pidananya.18 
Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa penyidik anak, adalah: 
1) Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan 
berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau 
pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
2) Pemeriksaan terhadap anak korban atau anak saksi dilakukan oleh penyidik. 
3) Syarat untuk ditetapkan sebagai Penyidik adalah, sebagai berikut: 
                                                          
18 Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan 
Penuntutan, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafiak, 2006, Hlm. 109 
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a. Telah berpengalaman sebagai penyidik; 
b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak dan; 
c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang Peradilan Anak. 
 
Untuk melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib 
meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah 
tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Pada prinsipnya, penyidik wajib 
mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) harisetelah penyidikan 
dimulai. Dan proses diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah 
dimulainya diversi. 
 
2. Penangkapan dan Penahanan 
Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak, berbunyi: 
1) Penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling 
lama 24 (dua puluh empat) jam; 
2) Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak; 
3) Dalam ruang pelayanan khusus anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, 
anak dititipkan di LPKS; 
4) Penangkapan terhadap anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan 
memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya. 
5) Biaya bagi setiap anak yang diteempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran 
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial. 
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Penahan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh 
jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan 
diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan 
mengulangi tindak pidana. Penahan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan 
syarat, sebagai berikut: 
1) Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan 
2) Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tahun) 
tahun atau lebih. 
Dalam hal penahan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, Penuntut 
Umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari. Jangka waktu 
penahanan sebagaimana permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh 
hakim pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari dan dalam hal jangka waktu 
dimaksud telah berakhir, anak wajib dikeluarkan demi hukum. 
 
3. Penuntutan 
Penuntut dalam acara pidana anak mengandung pengertian tindakan 
Penuntut Umum Anak untuk melimpahkan perkara anak ke pengadilan anak 
dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim anak dalam 
persidangan anak. 
Penuntut Umum Anak wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) 
hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik dan diversi sebagaimana 
dimaksud, dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Dalam hal proses diversi 
berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara 
diversi berhasil mencapai kesepakatan diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri  
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untuk dibuat penetapan. Apabila diversi gagal, Penuntut Umum wajib 
menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan perkara kepengadilan 
dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.19 
 
4. Pemeriksaan di Persidangan 
a. Hakim Tingkat Pertama 
Hakim Pengadilan Anak yaitu terhadap Hakim Tingkat Pertama, 
pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara anak dilakukan oleh hakim 
yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung atau pejabat lain 
yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri 
yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi.20 Syarat untuk ditetapkan 
sebagai Hakim, sebagai berikut: 
a. Telah berpengalaman sebagai hakim dlam lingkungan peradilan umum; 
b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak; 
c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. 
Apabila belum ada hakim yang memenuhi persyaratan yang telah 
ditetapkan diatas, maka tugas pemeriksaan disidang anak dilaksanakan oleh 
hakim yang melakukan tugas pemeriksaaan bagi tindak pidana yang dilakukan 
oleh orang dewasa.  
 
b. Hakim Banding 
                                                          
19 Soepomo dalam, Dr. Nandang Sambas, S.H.,M.H., Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan 
Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, 
hlm 13 
20 Dr. Maidin Gultom, SH., M. Hum., Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan 
Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 34 
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Hakim banding memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat 
banding dengan hakim tunggal. Ketua Pengadilan Tinggi dapat menetapkan 
pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang 
diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit 
pembuktiannya serta di dalam menjalankan tugasnya, hakim banding dibantu 
oleh seorang panitera atau seorang panitera pengganti.21 
 
c. Hakim Kasasi 
Hakim kasasi ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah 
Agung. Hakim kasasi memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat 
kasasi sebagai hakim tunggal. Ketua Mahkamah Agung menetapkan 
pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang 
diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit 
pembuktiannya. Didalam menjalankan tugasnya, hakim kasasi dibantu oleh 
seorang panitera atau seorang panitera pengganti. 
 
d. Hakim Peninjauan Kembali (PK)  
Pada tahap proses Peninjauan Kembali terhadap putusan pengadilan 
mengenai perkara anak yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat 
dimohonkan Peninjauan Kembali oleh anak, orang tua/wali, dan/atau advokat 
atau pemberi bantuan hukum lainnya kepada Ketua Mahkamah Agung sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
                                                          
21 Ibid. 
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e. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan 
Pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan, Ketua Pengadilan wajib 
menetapkan hakim atau hakim majelis untuk menangani perkara anak paling 
lama 3 hari setelah menerima berkas perkara dari penuntut umum. Hakim 
wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh 
Pengadilan Negeri sebagai hakim, sehingga diversi dilaksanakan paling lama 30 
(tiga puluh) hari pada prinsipnya, proses diversi dapat dilaksanakan diruang 
mediasi di Pengadilan Negeri. Apabila proses diversi berhasil mencapai 
kesepakatan, hakim menyampaikan berita acara diversi berserta kesepakatan 
diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapannya. Bahkan, 
apabila proses diversi gagal dilakukan, perkara dilanjutkan ke tahap 
persidangan. 
Pada proses persidangan, pada prinsipnya anak di sidangkan dalam 
ruangan sidang khusus anak serta ruang tunggu khusus anak dipisahkan dari 
ruang tunggu sidang orang dewasa. Adapun waktu sidang anak didahulukan 
dari waktu sidang orang dewasa. Disamping itu, hakim memeriksa perkara 
anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan 
putusan. Dalam sidang anak, hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau 
pendamping, advokat, pemberi bantuan hukum lainnya,  dan pembimbing 
kemasyarakatan untuk mendampingi anak. Apabila orang 
tua/wali/pendamping tidak hadir sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi 
advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau pembimbing 
kemasyarakatan. Dalam hal hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana 
dimaksud diatas, maka sidang anak batal demi hukum. Setelah hakim 
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membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, anak 
dipanggil masuk berserta orang tua/wali, advokat atau pemberi bantuan 
hukum lainnya, dan pembimbing kemasyarakatan.  
Persidangan perkara anak bersifat tertutup agar tercipta suasana tenang 
dan penuh dengan kekeluargaan,sehingga anak dapat mengutarakan segala 
peristiwa dan perasaannya secara terbuka dan jujur selama sidang berjalan.22 
Setelah surat dakwaan dibacakan, hakim memerintahkan pembimbing 
kemasyrakatan membacakan laporan hasil penelitian pembimbing 
kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan tanpa kehadiran anak, 
kecuali hakim berpendapat lain, laporan tersebut berisi tentang: 
1. Data pribadi anak, keluarga, pendidikan dan kehidupan sosial; 
2. Latar belakang dilakukannya tindak pidana; 
3. Keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh 
atau nyawa; 
4. Hal lain yang dianggap perlu; 
5. Berita cara diversi, dan; 
6. Serta kesimpulan dan rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan. 
Pada dasarnya sidang anak dilanjutkan setelah anak diberitahukan 
mengenai keterangan yang telah diberikan oleh anak korban atau anak saksi 
pada saat anak berada diluar sidang pengadilan. Maka, sebelum menjatuhkan 
putusan, hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/wali dan 
pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak. Dalam hal 
tertentu anak korban diberikan kesempatan oleh hakim untuk menyampaikan 
                                                          
22 Dr. Maidin Gultom, SH., M. Hum., Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan 
Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 44 
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pendapat tentang perkara yang bersangkutan. Sehingga, hakim wajib 
mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing 
kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara, serta dalam hal 
laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana yang dimaksud diatas tidak 
dipertimbangkan dalam putusan hakim, putusan batal demi hukum. 
Pada proses pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang 
yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak. Identitas anak, 
anak korban, dan/atau anak saksi tetap harus dirahasiakan dari media massa 
dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar. Untuk itu, pengadilan wajib 
memberikan petikan putusan pada hari putusan diucapkan kepada anak atau 
advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, pembimbing kemasyarakatan, 
dan penuntut umum serta pengadilan wajib memberikan putusan paling lama 
5 (lima) hari sejak putusan diucapkan kepada anak atau advokat atau pemberi 
bantuan hukum lainnya, pembimbing kemasyarakatan dan penuntut umum. 
 
 
5. Pembinaan 
Pembinaan atau bimbingan merupakan sarana yang mendukung 
keberhasilan negara menjadikan narapidana menjadi anggota masyarakat. 
Lembaga Permasyarakatan Anak berperan dalam pembinaan narapidana, yang 
memperlakukan narapidana agar menjadi baik. Yang perlu dibina adalah pribadi 
narapidana, membangkitkan rasa harga diri dan mengembangkan rasa tanggung 
jawab untuk menyesuaikan diri dengankehidupan yang tenteram dan sejahtera 
dalam masyarakat, sehingga potensial menjadi manusia yang berpribadi dan 
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bermoral tinggi. Anak Pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan 
menjalani pidana di Lembaga Permasyarkatan Anak paling lama sampai berumur 
18 (delapan belas) tahun, apabila telah berumur 18 (delapan belas) tahun tetapi 
belum selesai menjalani pidananya harus di pindahkan dan tempatnya terpisah 
dari narapidana yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Pembinaan Anak 
Pidana berakhir apabila masa tahanannya telah habis, memperoleh pembebasan 
bersyarat, memperoleh cuti menjelang bebas atau meninggal dunia (Pasal 59 PP 
No. 31 Tahun 1999). 
Anak Negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan 
pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lembaga Permasyarakatan Anak 
paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun namun Anak Negara tidak 
dipindahkan ke blok khusus, Anak Negara tetap berada di Lembaga 
Permasyarakatan Anak. Pembinaan anak negara dititik beratkan pada pendidikan, 
wujud pembinaan anak negara meliputi pendidikan agama dan budi pekerti, 
pendidikan umum, pendidikan kepramukaan dan latihan keterampilan. 
Pembinaan anak negara berakhir apabila anak negara yang bersangkuktan telah 
mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, memperoleh pembebasan bersyarat, 
memperoleh cuti menjelang bebas atau meninggal dunia (Pasal 59 PP No. 31 
Tahun 1999). 
Anak Sipil adalah anak yang atas permintaan orangtua atau walinya 
memperoleh program pembinaan bagi anak sipil disesuaikan dengan kepentingan 
pendidkan  anak sipil yang bersangkutan (Pasal 26 Ayat (1) PP No. 31 Tahun 1999). 
Pasal 28 PP No. 31 Tahun 1999 menentukan bahwa anak sipil sewaktu-waktu 
dapat dikeluarkan dari Lembaga Permasyarakatan Anak, berdasarkan penetapan 
33 
 
Menteri Kehakiman atau pejabat yang ditunjuk atas permintaan orangtua, wali 
atau orangtua asuh anak sipil. Pembinaan anak sipil berakhir apabila masa 
penempatannya di Lembaga Permasyarakatan Anak telah selesan berdasarkan 
penetapan pengadilan, telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, 
dikeluarkan oleh kepala Lembaga Permasyarakatan Anak berdasarkan alasan 
tertentu atau meninggal dunia (Pasal 63 PPNo. 31 Tahun 1999). 
 
F. Peranan Para Pihak yang Terlibat dalam Proses Perkara Pidana yang dilakukan oleh 
Anak 
Dalam pemeriksaan sidang anak ada berbagai pihak terlibat dan mempunyai 
masing-masing dalam proses persidangan anak. Pihak-pihak yang terlibat dalam 
proses persidangan anak dengan peranannya sendiri-sendiri dalam sidang anak, 
meliputi: 
1. Peranan Penyidik Anak 
Secara umum yang disebut sebagai Penyidik adalah hanya pejabat Polisi 
Negara Republik Indonesia (Polri), namun secara Yuridis formal tidak demikian, 
karena selain Polri masih ada Penyidik lain seperti Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
(PPNS), Jaksa dan Perwira TNI Angkatan Laut. Ketentuan yang mengatur hal ini, 
antara lain dapat disimak dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
KUHAP dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan KUHAP. Penyidik karena kewenangannya memiliki kewenangan 
sebagai berikut: Setelah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang 
tentang adanya tindakan pidana, selanjutnya penyidik melakukan tindakan 
pertama pada saat di tempat kejadian yaitu menyuruh seorang memeriksa tanda 
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pengenal diri tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan 
dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari 
dan memotret seseorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi, mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam 
hubungannya dengan pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian 
penyidikan. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 8 KUHAP penyidik juga 
mempunyai kewajiban untuk membuat berita acara tentang pelaksanaan 
tindakan. 
Sesuai dengan Pasal 75 KUHAP, berita acara yang dibuat untuk setiap 
tindakan tentang pemeriksaan tersangka, penangkapan, penahanan, 
penggeledahan, pemasukan rumah, penyitaan benda, pemeriksaan surat, 
pemeriksaan saksi, pemeriksaan di tempat kejadian, pelaksanaan penetapan dan 
putusan pengadilan dan pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. Terhadap berita 
acara tindakan tersebut dibuat atas kekuatan sumpah jabatan, untuk itu dalam 
berita acara tersebut selain ditandatangani oleh jabatan yang berwenang 
ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut. 
Setelah pembuatan berita acara tindakan, penyidik menyerahkan berkas perkara 
kepada penuntut umum, penyerahan berkas perkara dilakukan dengan dua tahap. 
Pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara; kedua, dalam hal 
penyidikan sudah dianggap selesai penyidik menyerahkan tanggung jawab atas 
tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Selanjutnya sesuai dengan 
ketentuan Pasal 110 Ayat (2) KUHAP, penyidik melakukan penyidikan tambahan, 
jika penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi sesuai 
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dengan petunjuk dari penuntut umum dan penyidikan dianggap selesai apabila 
dalam waktu 14 (empat belas) hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil 
penyidikan. Penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum, 
jika penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi sesuai 
dengan Pasal 110 Ayat (3) KUHAP. Dalam hal seorang disangka melakukan suatu 
tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib 
memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum 
atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum 
sesuai dengan Pasal 114 KUHAP. 
Penyidikan dalam perkara pidana anak adalah kegiatan penyidik anak untuk 
mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai 
tindak pidana yang dilakukan anak. Dalam Pasal 26 Undang-Undang Sistem 
Peradilan Pidana Anak, penyidik anak yaitu : 
1) Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan 
berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau 
pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
2) Pemeriksaan terhadap anak korban atau anak saksi dilakukan oleh penyidik. 
3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik adalah sebagai berikut : 
a. Telah berpengalaman sebagai penyidik; 
b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan 
c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. 
Penyidik anak wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan. 
Ketentuan ini menghendaki bahwa pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan 
secara efektif dan simpatik. Efektif dapat diartikan, bahwa pemeriksaannya tidak 
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memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dan 
dapat mengajak tersangka memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. 
Simpatik maksudnya pada waktu pemeriksaan, penyidik bersifat sopan dan ramah 
serta tidak menakut-nakuti tersangka. Tujuannya ialah agar pemeriksaan berjalan 
dengan lancar, karena seorang anak yang merasa takut sewaktu menghadapi 
Penyidik, akan mengalami kesulitan untuk mengungkapkan keterangan yang 
benar dan sejelas-jelasnya. 
 
2. Peranan Penuntut Umum Anak 
Secara umum Penuntut Umum Anak dalam sidang perkara pidana yang 
dilakukan oleh anak Penuntut Umum Anak bertugas untuk melimpahkan perkara 
anak ke pengadilan anak dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh 
hakim anak dalam persidangan anak. 
Pasal 53 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 
menentukan bahwa Penuntut Umum ditetapkan berdasarkan keputusan Jaksa 
Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Syarat untuk dapat 
ditetapkan sebagai Penuntut Umum yaitu : 
a. Telah berpengalaman sebagai Penuntut Umum; 
b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak. 
Dalam pasal 137 KUHAP dinyatakan bahwa penuntut umum berwenang 
melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan suatu tindak 
pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan 
yang berwenang mengadili. 
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3. Peranan Hakim Anak 
Hakim Anak dalam sidang anak berperan dalam hal memeriksa dan 
memutus perkara anak dengan putusan seadil-adilnya, dengan memperhatikan 
dan mempertimbangkan keadaan rumah tangga orang tuanya, wali atau orang 
tua asuhnya, hubungan antar anggota keluarga dan keadaan lingkungan dari anak 
yang bersangkutan dengan tujuan agar anak dapat menyongsong masa depannya 
dengan sebaik-baiknya. 
 
4. Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Anak 
Pembimbing Kemasyarakatan adalah tugas para balai kemasyarakatan yang 
melakukan bimbingan warga binaan pemasyarakatan (Pasal 1 Ayat (13) Undang-
Undang Sistem Peradilan Pidana Anak). Berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang 
Sistem Peradilan Pidana Anak, pembimbing kemasyarakatan mempunyai tugas, 
yaitu: 
a. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, 
melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak 
selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkan 
kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan; 
b. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, 
penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak, baik didalam maupun diluar 
sidang, termasuk didalam LPAS dan LPKA; 
c. Menentukan program perawatan anak diLPAS dan pembinaan anak di LPKA 
bersama dengan petugas permasyarakatan lain; 
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d. Melakukan pendampingan, pembimbingan dan perngawasan terhadap anak 
berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenakan tindakan; dan 
e. Melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak 
yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan 
cuti bersyarat. 
Pembimbing Kemasyarakatan bukan pembela tetapi lebih berperan dalam 
memberikan laporannya mengenai hak anak sebagai terdakwa dengan tujuan 
untuk melindungi, mendidik dan membantu memperbaiki kehidupan anak 
selanjutnya supaya anak dapat menjadi warga yang bertanggung jawab dan ikut 
membangun pribadinya maupun masyarakat dan Negaranya. 
 
5. Peranan Penasehat Hukum 
Berdasarkan Pasal 3 (c) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak nakal atau terdakwa anak 
berhak untuk memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif. Dalam 
pemeriksaan sidang anak penasehat hukum berperan dalam memberikan 
pembelaan hukum kepada terdakwa anak dalam persidangan, penasehat hukum 
berperan aktif dalam rangka mengungkapkan kebenaran meteriil terhadap 
perkara yang dihadapi anak karena penasehat hukum mempunyai hak untuk 
membela kepentingan terdakwa anak dalam proses persidangan.23 
 
 
6. Peranan Orang Tua, Wali atau Orang Tua Asuh 
                                                          
23 Dr. Maidin Gultom, SH., M. Hum., Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan 
Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 56 
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Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 (j) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam pemeriksaan sidang anak terdakwa 
anak selain didampingi oleh penasehat hukum dan pembimbing kemasyarakatan 
juga didampingi oleh orang tua, wali atau orang tua asuh. Peranan orang tua, wali 
atau orang tua asuh dalam sidang anak adalah memberikan dorongan semangat 
kepada anak sebagai terdakwa agar anak tidak semakin tertekan dan takut dalam 
menghadapi serangkainan proses persidangan. Selain itu sebelum menjatuhkan 
putusannya hakim dalam sidang anak memberi kesempatan kepada orang tua, 
wali atau orang tua asuh untuk mengemukakan segala sesuatu yang diharapkan 
dapat bermanfaat bagi perkembangan anak selanjutnya.24 
                                                          
24 Ibid. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Jenis Penelitian 
Penelitian ini adalah merupakan jenis penelitian lapangan dengan 
fokus kajian pendekatan Yuridis Sosiologis. Secara yuridis dengan 
mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 
Perlinungan hukum terhadap anak di Lembaga penegak hukum yakni 
Kejaksaan, Pengadilan Negeri Makassar dan Balai Permasyarakatan 
sebagai upaya mencapai tujuan akhir hukum acara pidana. Secara 
sosiologis dengan cara melihat kenyataan yang ada di lapangan berkaitan 
dengan permasalahan yang akan diteliti dipandang dari sudut penerapan 
hukum.  
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian dilaksanakan di Kota Makassar, dalam hal ini 
Kepolisian, Kejaksaan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Makassar 
dan Balai Permasyarakatan, pilihan lokasi penelitian tersebut di 
dasarkan pada pertimbangan bahwa Insitusi Penegak Hukum tersebut 
menyimpan data dan dokumen yang diperlukan oleh penulis. 
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C. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah : 
a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lokasi 
penelitian yaitu, Kepolisian, Kejaksaan Negeri Makassar, 
Pengadilan Negeri Makassar dan Balai Permasyarakatan. Sumber 
data primer ini adalah hasil dari wawancara terhadap pihak-pihak 
yang dianggap telah menegetahui atau menguasai permasalahan 
yang akan dibahas serta dokumen-dokumen yang didapat langsung 
dari lokasi penelitian. 
b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan 
yaitu dengan menghimpun data-data dan peraturan perundang-
undangan, buku-buku karya ilmiah, dan pendapat para ahli. 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk menunjang pembahasan ini, diperlukan data yang cukup 
sebagai bahan analisis. Selanjutnya untuk mengumpulkan data yang 
diperlukan, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai 
berikut: 
a. Wawancara, yaitu penulis mengadakan tanya jawab dengan 
pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas, 
dalam hal ini pihak Kepolisian, Kejaksaan Negeri Makassar, 
Pengadilan Negeri Makassar dan Balai Permasyarakatan. 
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b. Studi dokumentasi, yaitu penulis mengambil data dengan 
mempelajari dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang diberikan 
oleh pihak yang terkait, dalam hal ini pihak Pengadilan Negeri 
Makassar. 
 
E. Teknik Analisis Data 
Dalam penulisan ini, digunakan sistem analisis data secara 
kuantitatif dengan cara menggabungkan data sekunder yang 
diperoleh dari studi kepustakaan yaitu dengan menghimpun data-data 
dan peraturan perundang-undangan, buku-buku karya ilmiah, dan 
pendapat para ahli dengan data primer yang diperoleh dari hasil 
wawancara serta dokumen-dokumen yang didapat langsung dari 
lokasi penelitian. Kemudian dianalisis secara kuantitatif, melalui 
pendekatan normatif. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Realita Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak di Pengadilan Negeri Makassar 
Pengadilan Negeri Makassar adalah salah satu Institusi pemerintah dibidang 
peradilan yang bertugas untuk menyelesaikan dan memutus perkara-perkara yang 
diajukan, baik perkara pidana, perdata maupun niaga. Salah satu perkara pidana yang 
banyak masuk ke Pengadilan Negeri Makassar adalah perkara pidana yang pelakunya 
adalah anak, hal ini sejalan dengan kenyataan bahwa tindak pidana yang dilakukan 
oleh anak di wilayah kota Makassar semakin meningkat dari tahun ke tahun. Berikut 
akan diuraikan tentang realita perkara pidana yang dilakukan oleh anak selama tahun 
2011 sampai dengan tahun 2013 di Pengadilan Negeri Makassar. 
Tabel 1 
Persentase Perkara Pidana yang Dilakukan oleh Anak yang Berkonflik dengan Hukum 
Tahun 2011 sampai denganTahun 2013 
Perkara 
Tahun 
2011 % 2012 % 2013 % 
Anak 177 7,58 188 7,58 200 8,20 
Dewasa 2159 92,42 2294 92,42 2239 91,80 
Jumlah 2336 100,00 2482 100,00 2439 100,00 
Sumber: Pengadilan Negeri Makassar (diolah 21 Mei 2014) 
Diketahui bahwa jumlah perkara pidana pada tahun 2011 berjumlah 2336 
perkara, tahun 2012 berjumlah 2482 perkara dan tahun 2013 berjumlah 2439 perkara. 
Data tabel diatas mengungkapkan jumlah perkara pidana dengan anak sebagai terdakwa 
pada tahun 2011 berjumlah 177 (7,58%) perkara, tahun 2012 berjumlah 188 (7,58%) 
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perkara dan tahun 2013 berjumlah 200 (8,20%) perkara. Sedangkan jumlah perkara 
pidana orang dewasa sebagai terdakwa pada tahun 2011 berjumlah 2159 (92,42%) 
perkara, tahun 2012 berjumlah 2294 (92,42%) perkara dan tahun 2013 berjumlah 2239 
(91,80%) perkara. 
Data diatas menunjukkan bahwa jumlah dan presentase perkara pidana yang 
dilakukan oleh anak nakal di Pengadilan Negeri Makassar mengalami peningkatan dari 
177 (7,58%) perkara menjadi 200 (8,20%) perkara. Dari tabel diatas menunjukkan bahwa 
tidak hanya orang dewasa yang melakukan tindak pidana melainkan juga anak-anak baik 
anak perempuan maupun anak laki-laki hal tersebut bisa terjadi karena akibat pergaulan 
yang salah, kurang perhatian dan pengawasan dari orangtua, serta rasa keingintahuan 
akan hal tersebut. 
Selanjutnya dari pengolahan data diungkapkan juga tentang jenis tindak pidana 
yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Makassar dari tahun 2011 sampai dengan 
tahun 2013. Persentase perkara pidana yang dilakukan oleh anak yang berhadapan 
dengan hukum tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 yaitu, sebagai berikut: 
 
Tabel 2 
Persentase Perkara Pidana yang Dilakukan oleh Anak yang Berhadapan dengan Hukum 
menurut Jenis Tindak Pidana 
Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2013 
No. 
Jenis Tindak 
Pidana 
Tahun 
2011 % 2012 % 2013 % 
1 Penganiayaan 88 26.11 57 16.19 51 12.56 
2 Kelalaian 18 5.34 12 3.41 15 3.69 
3 Pencurian 173 51.34 181 51.42 196 48.28 
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4 Sajam 6 1.78 35 9.94 81 19.95 
5 Kekerasan 11 3.26 23 6.53 15 3.69 
6 Perjudian 6 1.78 4 1.14 2 0.49 
7 Narkotika 33 9.79 24 6.82 35 8.62 
8 Kesusilaan 2 0.59 16 4.55 11 2.71 
Jumlah 337 100.00 352 100.00 406 100.00 
Sumber: Pengadilan Negeri Makassar (diolah 21 Mei 2014) 
Pada tabel 2 jumlah tindak pidana yang paling banyak dilakukan oleh anak 
selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 adalah tindak pidana pencurian yang 
pada tahun 2011 berjumlah 173 (51,34%) perkara, tahun 2012 berjumlah 181 
(51,42%) perkara dan tahun 2013 berjumlah 196 (48,28%) perkara dikarenakan 
dorongan faktor ekonomi, faktor sosial dan faktor psikologi. Kemudian jenis tindak 
pidana lain yang cukup banyak adalah tindak pidana penganiayaan yang pada tahun 
2011 berjumlah 88 (26,11 %) perkara, tahun 2012 berjumlah 57 (16,19%) perkara, 
dan tahun 2013 berjumlah 51 (12,56%) perkara dikarenakan faktor sosial, tempat 
bergaulnya anak dan gangguan emosional. Yang terakhir untuk tindak pidana 
perjudian pada tahun 2011 berjumlah 6 (1,78%) perkara, tahun 2012 berjumlah 4 
(1,14%) perkara dan tahun 2013 berjumlah 2 (0,49%) perkara. 
 
Tabel 3 
Persentase Perkara Pidana yang Dilakukan oleh Anak yang Berhadapan dengan Hukum 
menurut Jenis Kelamin 
Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2013 
No. Jenis Kelamin 
Tahun 
2011 % 2012 % 2013 % 
1 Laki-Laki 162 91,53 180 95,74 191 95,50 
2 Perempuan 15 8,47 8 4,26 9 4,50 
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Jumlah 177 100 188 100 200 100 
Sumber: Pengadilan Negeri Makassar (diolah 21 Mei 2014) 
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa tidak hanya anak laki-laki yang 
melakukan tindak pidana melainkan juga anak perempuan. Tabel diatas 
menunjukkan bahwa dari tahun ketahun anak laki-laki mengalami peningkatan 
melakukan tindak pidana, sedangkan anak perempuan dari tahun 2011 ketahun 2012 
mengalami penurunan kemudian mengalami peningkatan ditahun 2013. Dapat 
disimpulkan bahwa tidak hanya anak laki-laki yang dapat melakukan tindak pidana 
hal tersebut bisa dikarenakan akibat salah pergaulan, kurangnya perhatian dari 
orangtua serta faktor internal dari anak tersebut seperti gangguan emosional. 
 
B. Upaya yang dilakukan dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak 
yang Berkonflik dengan Hukum 
1. Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Tahap 
Penyidikan 
a. Penangkapan dan Penahanan 
Berdasarkan Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diketahui bahwa tujuan 
penangkapan terhadap terdakwa anak adalah  untuk kepentingan penyidikan 
paling lama 24 (dua puluh empat) jam. Pelaksanaan tugas penangkapan 
dilakukan oleh Kepolisian Negara RI Unit Khusus Anak, melakukan tindakan 
penangkapan  terhadap anak yang diduga melakukan kenakalan, didasarkan 
pada bukti yang cukup  dan jangka waktu terbatas dalam satu hari. Dalam 
melakukan penangkapan, diperhatikan hak-hak anak sebagai terdakwa anak, 
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seperti hak mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan 
menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang.25 
Dalam melakukan tindakan penangkapan, asas praduga tak bersalah 
harus dihormati dan dijunjung tinggi sesuai dengan harkat dan martabat anak. 
Anak juga harus dipahami sebagai orang yang belum mampu memahami 
masalah hukum yang terjadi atas dirinya.26 Anak yang ditangkap wajib 
ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak (Pasal 30 Ayat (2) Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).  
Setelah tindakan penangkapan, dapat dilakukan tindakan penahanan. 
Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa  ke tempat tertentu 
oleh Penyidik Anak atau Penuntut Umum Anak atau Hakim Anak dengan 
penetapan, menurut cara yang diatur dalam undang-undang.27  
Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang 
Pengadilan Anak menentukan bahwa untuk kepentingan Penyidik, Penyidik 
berwenang melakukan penahanan anak yang diduga keras melakukan tindak 
pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dasar diperkenankannya 
suatu penahanan anak, adalah adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang 
cukup, bahwa anak melakukan tindak pidana (kenakalan). Penahanan 
dilakukan apabila anak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 
penjara 7 (tujuh) tahun ke atas, atau tindak pidana-tindak pidana tertentu yang 
ditentukan oleh undang-undang. Penahanan terhadap anak hanya dapat 
                                                          
25 Wawancara dengan IPTU Afryanti Firman, S.E., M.H., Penyidik Unit Khusus Anak di Polrestabes 
Makassar, Selasa 13 Mei 2014, 11:25 WITA. 
26 Wawancara dengan IPTU Afryanti Firman, S.E., M.H., Penyidik Unit Khusus Anak di Polrestabes 
Makassar, Selasa 13 Mei 2014, 11:25 WITA. 
27 Dr. Maidin Gultom, SH., M. Hum., Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan 
Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 98. 
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dilakukan dengan syarat (Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu: 
1) Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan 
2) Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana 7 (tujuh) tahun 
atau lebih. 
Menjamin agar ketentuan mengenai dasar penahanan diindahkan, 
diadakan institusi pengawasan yang dilaksanakan oleh unit khusus anak yang 
dibentuk di Polrestabes Makassar yang merupakan “built in control”.28 
Jangka waktu penahan untuk kepentingan penyidikan, paling lama 
adalah 20 (dua puluh) hari, untuk kepentingan pemeriksaan yang belum 
selesai, dapat diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) hari, jangka waktu 
penahanan terdakwa anak lebih singkat daripada penahanan orang dewasa. 
Hal ini positif dari segi aspek perlindungan anak, sebab anak tidak perlu terlalu 
lama berada dalam tahan, sehingga tidak mengganggu pertumbuhan anak baik 
secara fisik, mental ataupun sosial. 
Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang 
Pengadilan Anak menetukan bahwa penahanan dilakukan setelah dengan 
sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau 
kepentingan masyarakat. Penyidik Anak yang melakukan tindakan penahanan, 
harus terlebih dahulu mempertimbangkan dengan matang akibat dari tindakan 
penahanan dari segi kepentingan anak seperti pertumbuhan dan 
                                                          
28 Wawancara dengan IPTU Afryanti Firman, S.E., M.H., Penyidik Unit Khusus Anak di Polrestabes 
Makassar, Selasa 13 Mei 2014, 11:25 WITA. 
55 
 
perkembangan anak baik fisik, mental maupun sosial. Selain itu 
dipertimbangkan dengan matang kepentingan masyarakat, misalnya dengan 
ditahannya tersangka akan membuat masyarakat menjadi aman dan tenteram. 
Hal ini sulit didalam penerapannya, sebab dalam mempertimbangkan 
kepentingan yang dilindungi dengan melakukan penahanan, tidak mudah dan 
kadang menyulitkan pihak penyidik yang melakukan tindakan penahanan, 
maka kami melibatkan pihak yang berkompeten seperti Pembimbing 
Kemasyarakatan.29 
Pasal  45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang 
Pengadilan Anak menentukan bahwa syarat penahanan harus dinyatakan 
secara tegas dalam surat perintah penahanan. Penahanan anak, didasarkan 
atas pertimbangan kepentingan anak dan kepentingan masyarakat, yang harus 
dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Keharusan ini tidak 
ada akibat hukumnya, jika ada kelalaian dari kepolisian memberikan 
pertimbangan dalam surat perintah penahanan, sanksi yang dapat diberikan 
kepada penyidik anak tersebut tidar diatur, maka menurut saya ini menjadi 
kelemahan KUHAP dan undang-undang yang menyangkut pra-peradilan. 
Tempat penahanan anak, harus dipisahkan dari tempat penahanan orang 
dewasa dan selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak 
harus tetap dipenuhi (Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 
tentang Pengadilan Anak). Di Polrestabes Makassar belum ada ruangan 
                                                          
29 Dr. Maidin Gultom, SH., M. Hum., Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan 
Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 99. 
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penahanan khusus untuk anak, maka Unit Khusus Anak di Polrestabes 
Makassar menitipkan di Lembaga Permasyarakatan Anak.30 
 
b. Proses Penyidikan 
Penyidikan dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan penyelidikan 
untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang didga sebagai peristiwa 
pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan dengan 
cara yang diatur dalam undang-undang (KUHAP). Dalam melakukan penyidikan 
anak di unit khusus anak di Polrestabes Makassar, diusahakan dilaksanakan 
oleh polisi wanita dan beberapa hal, jika perlu dengan bantuan polisi pria. 
Penyidik anak juga harus mempunyai pengetahuan seperti psikolog, juga harus 
menyintai anak dan berdedikasi, dapat menyelami jiwa anak dan mengerti 
kemauan anak.31 
Penyidik Anak, wajib memeriksa terdakwa anak dalam suasana 
kekeluargaan (Pasal 42 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang 
Pengadilan Anak) ketentuan ini menghendaki bahwa pemeriksaan dilakukan 
dengan pendekatan secara efektif dan simpatik. Efektif dapat diartikan, bahwa 
pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa 
yang mudah dimengerti oleh anak dan dapat mengajak terdakwa anak 
memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Simpatik maksudnya pada 
waktu pemeriksaan, penyidik bersifat sopan dan ramah serta tidak menakuti 
terdakwa anak, bertujuan agar pemeriksaan berjalan dengan lancar, karena 
                                                          
30 Wawancara dengan IPTU Afryanti Firman, S.E., M.H., Penyidik Unit Khusus Anak di Polrestabes 
Makassar, Selasa 13 Mei 2014, 11:25 WITA. 
31 Wawancara dengan IPTU Afryanti Firman, S.E., M.H., Penyidik Unit Khusus Anak di Polrestabes 
Makassar, Selasa 13 Mei 2014, 11:25 WITA. 
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anak yang takut sewaktu mengahadapi penyidik, akan mengalami kesulitan 
untuk mengungkapkan yang benar dan sejelas-jelasnya. 
Pada saat memeriksa terdakwa anak, Penyidik Anak tidak memakai 
pakaian seragam dinas. Jadi melakukan pendekatan secara simpatik, serta 
tidak melakukan pemaksaan, intimidasi yang dapat menimbulkan ketakutan 
atau trauma pada anak. Ketentuan Pasal 42 Ayat (1) ini, mencerminkan 
perlindungan hukum terhadap anak, apabila dilakukan oleh penyidik anak 
sebagaimana mestinya.32 
Dalam melakukan penyidikan anak, penyidik wajib meminta 
pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan dan apabila perlu 
juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli 
kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya (Pasal 42 
Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak). 
Laporan pembimbing kemasyarakatan dipergunakan oleh penyidik anak 
sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan tindakan penyidik, mengingat 
bahwa anak perlu mendapat perlakuan sebaik mungkin dan penelitian 
terhadap anak dilakukan secara seksama oleh peneliti kemasyarakatan, agar 
penyidikan dapat berjalan dengan lancar.33 Proses penyidikan terhadap 
perkara Anak Nakal wajib dirahasiakan (Pasal 42 Ayat (3) Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak). Tindakan penyidik berupa 
penangkapan, penahanan dan tindakan lain yang dilakukan mulai dari tahap 
penyelidikan sampai dengan tahap penyidikan, wajib dilakukan secara rahasia. 
                                                          
32 Wawancara dengan IPTU Afryanti Firman, S.E., M.H., Penyidik Unit Khusus Anak di Polrestabes 
Makassar, Selasa 13 Mei 2014, 11:25 WITA. 
33 Dr. Maidin Gultom, SH., M. Hum., Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan 
Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm.99 
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c. Penghentian Penyidikan 
Penyidikan merupakan kompetensi penyidik, termasuk 
menghentikannya (Pasal 109 Ayat (2) KUHAP). Alasan pemberian wewenang 
penyidikan ada 2 (dua), yaitu: 
1) Untuk menegakkan prinsip penegakan hukum yang cepat, tepat dan dengan 
biaya ringan, sekaligus untuk tegaknya kepastian hukum dalam kehidupan 
masyarakat. Jika penyidik berkesimpulan bahwa hasil penyelidikan dan 
penyidikan tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut tersangka ke 
persidangan, penyidik secara resmi menyatakan penghentian pemeriksaan 
penyidikan, agar dengan demikian segera tercipta kepastian hukum, baik 
bagi penyidik sendiri, terutama kepada tersangka dan masyarakat; 
2) Agar penyidikan terhindar dari kemungkinan tuntutan ganti kerugian, jika 
perkaranya diteruskan ternyata tidak cukup bukti atau alasan untuk 
menuntut ataupun menghukum, dengan sendirinya memberi hak kepada 
tersangka/terdakwa untuk menuntut ganti kerugian berdasar Pasal 95 
KUHAP. 
Dalam praktik, alasan penghentian penyidikan adalah delik yang terjadi 
merupakan delik aduan yang dapat dilakukan pencabutannya, anak masih 
sekolah dan masih dapat dibina orang tuanya, sehingga anak tersebut 
dikembalikan kepada orang tuanya dan kasusnya tidak dilimpahkan ke 
Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan ke persidangan. Penghentian 
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penyidikan juga dilakukan apabila ada perdamaian antara pihak terdakwa anak 
dengan korban.34 
 
d. Hak-hak Tersangka Anak 
Hak-hak tersangka anak selama proses penyidikan meliputi:35 
1) Hak untuk mendapat surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan 
atau penetapan hakim (Pasal 21 Ayat (2) KUHAP); 
2) Hak untuk menerima tembusan surat perintah penahanan atau penahanan 
lanjutan atau penetapan hakim (Pasal 21 Ayat (3) KUHAP); 
3) Hak untuk mengajukan keberatan terhadap perpanjangan penahanan 
(Pasal 29 Ayat (7) KUHAP); 
4) Hak untuk menerima ganti kerugian (Pasal 30 KUHAP); 
5) Hak segera mendapatkan pemeriksaan penyidik (Pasal 50 Ayat (1) jo Pasal 
122 KUHAP); 
6) Hak agar perkaranya segera dimajukan ke pengadilan dan diadili (Pasal 50 
Ayat (2) dan Ayat (3) KUHAP); 
7) Hak meminta penjelasan yang disangkakan (Pasal 51 huruf a); 
8) Hak untuk memberi keterangan secara bebas (Pasal 52 dan Pasal 117); 
9) Hak untuk mendapatkan bantuan hukum (Pasal 54 KUHAP); 
10) Hak untuk menghubungi dan meminta kunjungan dokter pribadi (Pasal 58 
KUHAP); 
                                                          
34 Wawancara dengan IPTU Afryanti Firman, S.E., M.H., Penyidik Unit Khusus Anak di Polrestabes 
Makassar, Selasa 13 Mei 2014, 11:25 WITA. 
35 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 
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11) Hak untuk diberitahukan tentang penahanan atas dirinya (Pasal 59 
KUHAP); 
12) Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarga (Pasal 
60 KUUHAP); 
13) Hak untuk menerima atau mengirim surat kepada penasihat hukum atau 
sanak keluarganya (Pasal 62 Ayat (1) KUHAP); 
14) Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63 
KUHAP); 
15) Hak untuk meminta turunan Berita Acara Pemeriksaan (Pasal 72 KUHAP); 
16)  Hak untuk meminta pemeriksaan sah atau tidaknya penangkapan atau 
penahanan (Pasal 79 dan Pasal 124 KUHAP); 
17) Hak untuk mengajukan keberatan  atas penahanan dan jenis penahanan 
(Pasal 123 Ayat (1) KUHAP). 
 
 
2. Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Tahap 
Penuntutan 
a. Penuntut Umum Anak 
Penuntut umum anak dalam melakukan tugasnya meneliti berita acara 
yang diajukan oleh Penyidik, sehingga jika perlu dan dengan persetujuan 
Hakim Anak, tidak usah diajukan ke pengadilan. Pemahaman Jaksa di 
Kejaksaan Negeri Makassar tentang anak yang berkonflik dengan hukum yaitu 
mereka hanya anak-anak yang melakukan kenakalan bukan kejahatan 
kemudian atas izin hakim, dapat diminta bantuan dari para ahli atau 
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membentuk tim sendiri untuk menangani anak, hal ini atas pertimbangan 
bahwa anak membutuhkan perhatian, kasih sayang, asuhan, perlindungan, 
pembinaan, pendidikan dan rasa aman, tenteram rohani dan jasmaninya.36 
Pada saat pemeriksaan Terdakwa anak di Kejaksaan Negeri Makassar dalam 
melakukan pemeriksaan Penuntut Umum Anak tidak menggunakan seragam 
dinas, adanya perlakuan khusus saat melakukan pemeriksaan tapi belum ada 
ruangan khusus pemeriksaan serta sidang dilakukan terpisah dengan orang 
dewasa dan sidang dinyatakan ditutup untuk umum. Balai Pemasyarakatan 
dilibatkan dalam menangani dan membina anak, juga orang tua/wali/orang tua 
asuh anak. Ketentuan ini, mencerminkan perlindungan hukum terhadap anak. 
 
b. Penghentian Penuntutan 
Dalam sidang anak, ada kemungkinan penyampingan perkara. Alasan-
alasan penyampingan perkara tersebut, yaitu penyampingan perkara 
berdasarkan asas oportunitas karena lasan demi kepentingan hukum dan tidak 
sama dengan perkara yang ditutup demi kepentingan umum, karena:37 
1) “demi hukum” tidak sama pengertiannya dengan “demi kepentingan 
umum” sebab hukum juga mengatur kepentingan individual selain 
kepentingan umum; 
2) Perkara yang ditutup “demi hukum” tidak di deponir secara defenitif, tetapi 
masih dapat di tuntut bilamana ada alasan baru, sedangkan perkara ditutup 
                                                          
36 Wawancara dengan Armasari, S.H. Penuntut Umum Anak di Kejaksaan Negeri Makassar, Jumat 
9 Mei 2014, 10:05 WITA. 
37 Dr. Maidin Gultom, SH., M. Hum., Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan 
Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm.112 
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definitif demi kepentingan umum, tidak boleh dituntut kembali walaupun 
cukup alat buktinya. 
Kejaksaan harus menunjuk Jaksa khusus sebagai Penuntut Umum untuk 
perkara anak. Surat dakwaan harus dibuat sesederhana mungkin, agar tidak 
menyulitkan anak untuk memahami dan mengikuti persidangan.38 Berdasarkan 
hasil penelitian, Kejaksaan Negeri Makassar, belum pernah menghentikan 
penuntutan perkara anak yang melakukan kenakalan, semua perkara 
dilimpahkan ke Pengadilan. Alasan tidak dilakukan penghentian penuntutan, 
karena didukung oleh oleh bukti-bukti yang cukup untuk dilimpahkan ke 
Pengadilan. 
 
c. Hak-hak Anak dalam Proses Penuntutan 
Hak-hak anak dalam proses penuntutan adalah menetapkan masa 
tahanan anak hanya pada sudut urgensi pemeriksaan, membuat dakwaan yang 
dimengerti anak, secepatnya melimpahkan perkara ke Pengadilan, 
melaksanakan ketetapan Hakim dengan jiwa dan semangat pembinaan atau 
mengadakan rehabilitasi. 
Sedangkan hak-hak anak pada saat pemeriksaan di Kejaksaan, yaitu 
sebagai berikut:39 
1) Hak untuk mendapatkan keringanan masa/waktu penahanan; 
                                                          
38 Wawancara dengan Armasari, S.H. Penuntut Umum Anak di Kejaksaan Negeri Makassar, Jumat 
9 Mei 2014, 10:05 WITA. 
39 Dr. Maidin Gultom, SH., M. Hum., Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan 
Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm.112 
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2) Hak untuk mengganti status penahanan dari penahanan Rutan (Rumah 
Tahanan) menjadi berada dalam tahanan rumah atau tahanan kota; 
3) Hak untuk mendapat perlindungan dari ancaman, penganiayaan, 
pemerasan dari pihak yang beracara; 
4) Hak untuk mendapatkan fasilitas dalam rangka pemeriksaan dan 
penuntutan; 
5) Hak untuk didampingi oleh penasihat hukum. 
 
d. Pelimpahan Perkara ke Pengadilan 
Apabila Penuntut Umum Anak telah selesai mempelajari berkas perkara 
hasil penyidikan dan Penuntut Umum Anak berpendapat bahwa tindak pidana 
yang disangkakan dapat dituntut, Penuntut Umum Anak dalam waktu 
secepatnya membuat surat dakwaan. Setelah Penuntut Umum Anak membuat 
surat dakwaan, dilimpahkan ke Pengadilan dengan membuat surat pelimpahan 
perkara. Dalam surat pelimpahan perkara dilampirkan surat dakwaan, berkas 
perkara dan surat permintaan agar Pengadilan Negeri segera mengadilinya. 
Fotokopi surat pelimpahan perkara tersebut, disampaikan kepada tersangka 
atau kuasanya dan kepada Penyidik.40 
 
3. Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Tahap 
Persidangan 
a. Hakim Pengadilan Anak 
                                                          
40Wawancara dengan Armasari, S.H. Penuntut Umum Anak di Kejaksaan Negeri Makassar, Jumat 
9 Mei 2014, 10:05 WITA. 
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Hakim Anak tidak hanya memerlukan pendidikan-pendidikan khusus 
karena Hakim Anak merupakan hakim khusus yang memiliki keahlian khusus 
dalam rangka perlindungan anak. Hakim Anak di samping berpendidikan 
sarjana hukum ditambah dengan pengetahuan psikologi, psikiatri, sosiologi, 
sosial pendagogi dan andragogi. Mencintai anak, dapat menyelami jiwa anak, 
ingin ikut membina dan membantu, terutama anak yang dalam kesulitan.41 
Hakim Anak untuk tingkat pertama (Pengadilan Negeri), memeriksa dan 
memutus perkara sebagai hakim tunggal, tetapi dalam hal tertentu apabila 
anacaman pidana atas tindak pidana yang dilakukan itu diancam dengan 
pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun dan sulit pembuktiannya, 
dimungkinkan diperiksa oleh hakim majelis. Untuk memeriksa perkara 
ditingkat banding, dilakukan oleh Hakim Banding Anak, yang ditetapkan 
berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan 
Tinggi yang bersangkutan. Syarat untuk diangkat menjadi Hakim Banding Anak 
adalah telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan dalam Peradilan 
Umum dan mempunyai dedikasi serta memahami masalah anak (Pasal 10 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak). Hakim 
Banding Anak dalam perkara sebagai hakim tunggal, kecuali dalam hal tertentu 
dan dipandang perlu oleh Ketua Pengadilan Tinggi dapat dilakukan 
pemeriksaan dengan sidang majelis hakim.42 
Pemeriksaan perkara Terdakwa anak di tingkat kasasi, dilakukan oleh 
Hakim Kasasi Anak yang diangkat berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah 
                                                          
41 Wawancara dengan H. Makmur, S.H., M. H Hakim Anak di Pengadilan Negeri Makassar, Jumat 
16 Mei 2014, 13:25 WITA. 
42 Nashriana,S.H.,M.Hum., Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia, Raja Grafindo 
Persada, Jakarta, 2011, hlm. 104. 
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Agung. Syarat pengangkatan Hakim Kasasi Anak adalah telah berpengalaman 
sebagai hakim di pengadilan dalam Peradilan Umum dan mempunyai dedikasi 
serta memahami masalah anak. Hakim Kasasi Anak, dalam memeriksa dan 
memutus perkara Terdakwa anak dalam tingkat kasasi adalah hakim tunggal, 
tetapi dalam hal-hal tertentu dan dipandang perlu oleh Ketua Mahkamah 
Agung, dapat dilakukan pemeriksaan dengan sidang majelis hakim. Dalam 
menjalankan tugasnya Hakim Kasasi Anak dibantu oleh seorang Panitera atau 
Panitera Pengganti.43 
Di samping syarat yang ditentukan diatas, perlu ditambah persyaratan 
umur atau lama bertugas di Pengadilan untuk diangkat menjadi Hakim Anak. 
Yang cocok menjadi Hakim Anak adalah para Hakim yang telah berumur 45 
(empat puluh lima) tahun keatas dan yang sudah berkeluarga yang telah 
bertugas sebagai Hakim  minimal 15 (lima belas) tahun. Hakim tersebut lebih 
mepunyai pengalaman/wawasan luas, yang diharapkan lebih arif dan bijaksana 
didalam menangani perkara pidana anak.  
Apabila para penegak hukum telah didik secara khusus untuk menangani 
perkara pidana anak, maka perlindungan anak dapat diwujudkan, karena 
benar-benar telah memahami anak.  Dalam menangani kenakalan anak, yang 
paling mendasar adalah memahami keadaan jiwa anak sebelum menjatuhkan 
pidana maupun keadaan jiwa anak setelah putusan dijatuhkan.44 
 
b. Persidangan Perkara Pidana Anak 
                                                          
43 Dr. Maidin Gultom, SH., M. Hum., Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan 
Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm.116 
44 Wawancara dengan H. Makmur, S.H., M. H Hakim Anak di Pengadilan Negeri Makassar, Jumat 
16 Mei 2014, 13:25 WITA. 
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 Sebelum sidang dibuka, Hakim Anak memerintahkan Pembimbing 
Kemasyarakatan menyampaikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan. Setelah 
Laporan Penelitian Kemasyarakatan disampaikan oleh Pembimbing 
Kemasyarakatan, Hakim membuka sidang dan menyatakan ditutup untuk 
umum. Terdakwa dipanggil masuk kedalam ruang sidang dengan didampingi 
orang tua, wali atau orang tua asuh, penasehat hukum dan pembimbing 
kemasyarakatan. Perlakuan khusus dalam persidangan anak, yaitu: 
1) Sidang dibuka dan dinyatakan ditutup untuk umum; 
2) Pemeriksaan dalam sidang pengadilan dilakukan dalam suasana 
kekeluargaan, Hakim, Jaksa, dan petugas lainnya tidak memakai 
toga/pakain, atribut/tanda kepangkatan masing-masing; 
3) Adanya keharusan pemisahan persidangan dengan orang dewasa baik 
berstatus sipil maupun militer; 
4) Turut sertanya Bapas dalam membuat Laporan Penelitian Kemasyarakatan 
terhadap anak dan; 
5) Hukuman lebih ringan. 
Dasar pertimbangan kepentingan anak atau kepentingan masyarakat, 
harus dilampirkan dalam surat perintah/penetapan penahanan anak. Para 
Hakim memahami bahwa syarat dan tujuan dilakukannya penahanan anak 
adalah agar anak tidak melarikan diri, merusak barang bukti atau mengulangi 
tindak pidana.  Harus dipahami bahwa tujuan dilakukan penahanan anak atau 
dasar pertimbangan kepentingan masyarakat dan perimbangan-pertimbangan 
tersebut harus terlampir dalam surat perintah/penetapan penahanan anak. 
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Pada permulaan persidangan, Hakim menanyakan kepada Penuntut 
Umum tentang orang tua/wali atau orang tua asuh datang atau tidak. 
Kehadiran orang tua/wali atau orang tua asuh sangat diperlukan untuk 
mengetahui latar belakang kehidupan anak dan motif anak melakukan tindak 
pidana. Bila orang tua/wali atau orang tua asuh tidak hadir, maka sidang 
ditunda sampai mereka dapat hadir. Apabila tidak dapat hadir, maka sidang 
diteruskan tanpa dihadiri orang tua/wali atau orang tua asuh. 
Hakim memeriksa identitas terdakwa dan setelah itu mempersilahkan 
Penuntut Umum membacakan surat dakwaan. Terdakwa atau Penasehat 
Hukumnya diberi kesempatan untuk mengajukan eksepsi atas dakwaan 
Penuntut Umum. Sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pada waktu pemeriksaan saksi, Hakim 
memerintahkan agara terdakwa dibawa ke luar sidang. Hal ini dimaksudkan 
untuk menghindari adanya hal yang dapat memengaruhi jiwa anak.45 
Hakim harus cermat dan teliti terhadap keadaan terdakwa, untuk 
menentukan anak keluar sidang pengadilan atau tidak, waktu pemeriksaaan 
saksi-saksi. Jika diperkirakan keterangan saksi dapat memengaruhi jiwa anak, 
maka anak yang bersangkutan harus dikeluarkan dari persidangan dalam 
rangka perlindungan anak. Ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, memberikan perlindungan terhadap 
                                                          
45 Nashriana,S.H.,M.Hum., Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia, Raja Grafindo 
Persada, Jakarta, 2011, hlm. 110. 
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anak, yang bila diperhatikan dan dilaksanakan oleh Hakim sebagaimana 
mestinya.46 
Setelah pemeriksaan saksi, dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa 
dan dalam melakukan pemeriksaan, Hakim dan petugas lainnya tidak memakai 
toga atau pakaian dinas. Tujuannya untuk menghilangkan rasa takut pada diri 
anak. Apabila terdakwa anak memberikan keterangan berbelit-belit dalam 
pemeriksaan, maka Hakim memberikan peringatan kepadanya dan 
memberitahukan akibatnya apabila anak tidak berterus terang dipersidangan. 
Sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 
tentang Pengadilan Anak, sebelum Hakim pengadilan mengambil keputusan, 
Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/wali atau orang tua asuh 
untuk mengemukakan hal ikhwal yang bermanfaat bagi anak. Dalam hal ini 
orang tua/wali atau orang tua asuh diberi kesempatan mengemukakan  hal 
yang menguntungkan bagi anak, dengan alasan bahwa selama ini kurang 
memperhatikan anaknya, sehingga melakukan kenakalan. Orang tua/wali atau 
orang tua asuh, memohon kepada Hakim untuk tidak menjatuhkan pidana 
tetapi menyerahkan kepada mereka, dengan janji bahwa mereka akan lebih 
berupaya mendidik anaknya. 
Setelah orang tua/wali atau orang tua asuh selesai diberi kesempatan 
mengemukakan  hal yang menguntungkan bagi anak, Penuntut Umum 
menyampaikan requisatoir (tuntutan hukum) atas diri terdakwa anak. 
Selanjutnya Penasihat Hukum menyampaikan pledoi (pembelaan atas) 
terdakwa anak. Dalam mengambil keputusan, Hakim wajib 
                                                          
46 Dr. Maidin Gultom, SH., M. Hum., Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan 
Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 117. 
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mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan, hal ini didasarkan 
pada Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang 
Pengadilan Anak. 
Jika para pihak (terdakwa atau Penuntut Umum) merasa tidak puas 
dengan keputusan Hakim, maka mereka berhak mengajukan upaya hukum 
banding ke Pengadilan Tinggi, pengajuan banding dilakukan dalam tenggang 
waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan. Putusan pengadilan yang 
membebaskan atau melepas terdakwa dari segala tuntutan hukum, tidak 
dapat banding. Putusan bebas dan putusan lepas dari segala tunutan hukum, 
tidak dapat diterobos dengan upaya hukum. Kenyataannya berdasarkan 
Yurisprudensi Mahkamah Agung, dimungkinkan upaya hukum untuk 
menerobos putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.47 
Jika merasa tidak puas dengan keputusan Pengadilan Tinggi berhak 
mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Upaya hukum kasasi terhadap 
keputusan pengadilan tinggi (tingkat banding), dapat diajukan oleh terdakwa 
atau Penuntut Umum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah 
putusan diberitahukan kepada terdakwa. Permohonan tersebut disertai 
dengan memori kasasi yang isinya memuat alasan-alasan kasasi, jika tidak 
demikian permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima oleh Mahkamah 
Agung dan penolakan ini dituangkan dalam putusannya. Alasan-alasan 
mengajukan upaya hukum peninjauan kembali, didasarkan pada Pasal 263 
Ayat (2) KUHAP, yaitu: 
                                                          
47 Dr. Maidin Gultom, SH., M. Hum., Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan 
Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 118 
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1) Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika 
keadaan itu telah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya 
akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum 
atau tuntutan umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu 
diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan; 
2) Apabila dalam berbagai putusan, terdapat pernyataan bahwa suatu 
pernyataan telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan 
alasan putusan dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan 
satu dengan yang lain; 
3) Apabila putusan itu dengan jalan memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim 
sesuatu kekeliruan yang nyata. 
Permohonan upaya hukum kasasi dapat diajukan kapan saja, karena 
KUHAP tidak membatasi jangka waktu permohonan upaya hukum kasasi ke 
Mahkamah Agung, melalui pengadilan negeri yang memutus perkaranya.48 
Dalam perkara pidana anak, yang dapat mengajukan permohonan upaya 
hukum peninjauan kembali adalah orang tua, wali, orang tua asuh atas 
penasehat hukum anak (Pasal 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 
tentang Pengadilan Anak). 
 
c. Sanksi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum 
Hakim menjatuhkan pidana atau tindakan dimaksudkan untuk 
memberikan yang paling terbaik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan 
                                                          
48 Dr. Maidin Gultom, SH., M. Hum., Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan 
Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 119. 
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masyarakat dan tegaknya wibawa hukum. Sanksi pidana yang dijatuhkan 
kepada anak didasarkan pada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak. 
1) Pidana 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, 
menentukan bahwa terhadap anak hanya dapat dijatuhkan pidana atau 
tindakan (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang 
Pengadilan Anak). Pidana pokok terdiri dari pidana penjara, pidana 
kurungan, pidana denda dan pidana pengawasan (Pasal 23 Ayat (2) Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak). Pidana tambahan 
terdiri dari perampasan barang-barang tertentu dan pembayaran ganti rugi 
(Pasal 23 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan 
Anak). Jenis pidana baru dalam undang-undang ini adalah pidana 
pengawasan yang diatur dalam KUHP. Apabila anak nakal ditentukan Pasal 
1 angka 2 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan 
Anak, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau 
pidana seumur hidup maka pidana yang dapat dijatuhkan adalah pidana 
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun (Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak). Anak nakal tidak dapat 
dijatuhi pidana mati ataupun pidana penjara seumur hidup, walaupun 
melakukan kenakalan yang diancam dengan pidana mati atau pidana 
seumur hidup. 
2) Tindakan 
a) Dikembalikan kepada orang tua, wali atau orangtua asuh. 
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Dilakukan apabila menurut penilaian Hakim Anak masih dapat dibina 
dilingkungan orang tua/wali/orangtua asuh. Anak tersebut berada 
dibawah pengawasan dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan. 
b) Diserahkan kepada negara. 
Apabila menurut penilaian Hakim Anak pendidikan dan pembinaan 
terhadap anak nakal tidak dapat lagi dilakukan  dilingkungan keluarga 
(Pasal 24 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 3  Tahun 1997 tentang 
Pengadilan Anak), maka anak tersebut diserahkan kepada negara. 
Ditempatkan di Lembaga Permasyarakatan Anak dan wajib mengikuti 
pendidikan, pembinaan dan latihan kerja yang bertujuannya untuk 
memberi bekal keterampilan kepada anak. 
c) Diserahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial 
Kemasyarakatan. 
Tindakan lain yang mungkin dijatuhkan Hakim kepada anak nakal adalah 
menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial 
Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan 
latihan kerja untuk dididik dan dibina. Anak diserahkan kepada 
Organisasi Sosial Kemasyarakatan, harus memperhatikan agama anak 
yang bersangkutan.49 
 
d. Hak-hak Anak dalam Proses Persidangan 
Hak anak sebelum persidangan dalam kedudukan sebagai pelaku, yaitu: 
1) Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah; 
                                                          
49 Dr. Maidin Gultom, SH., M. Hum., Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan 
Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 121-123. 
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2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan 
penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja; 
3) Hak untuk mendapatkan pendamping dan penasihat hukum dalam rangka 
mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan; 
4) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan 
mengenai dirinya. 
Hak anak selama persidangan dalam kedudukan sebagai pelaku, yaitu:50 
1) Hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan 
kasusnya; 
2) Hak untuk mendapatkan pendamping dan penasihat hukum selama 
persidangan; 
3) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan 
mengenai dirinya; 
4) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan 
penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja; 
5) Hak untuk menyatakan pendapat; 
6) Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan 
penderitaan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa 
alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai 
orangnya atau hukum yang diterapkan; 
7) Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan/penghukuman yang positif, 
yang masihmengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya, dan; 
8) Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya. 
                                                          
50 Ibid hlm. 123. 
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Hak anak selama persidangan dalam kedudukan sebagai pelaku, yaitu:51 
1) Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi; 
2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan 
dan menimbulkan penderitan mental, fisik, sosial dari siapa saja dan; 
3) Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya atau 
keluarganya. 
 
4. Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Tahap 
Permasyarakatan 
a. Petugas Lembaga Permasyarakatan Anak 
Dalam pembinaan anak didik permasyarakatan dikenal 10 (sepuluh) 
Prinsip Kemasyarakatan, yaitu:52 
1) Ayomi dan berikan bekal agar mereka dapat menjalankan peranan sebagai 
warga masyarakat yang baik dan berguna; 
2) Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam oleh negara; 
3) Berikan bimbingan bukan penyiksaan, supaya mereka tobat; 
4) Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau  atau lebih 
jahat daripada sebelum dijatuhkan pidana; 
5) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, anak didik harus dikenalkan 
dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat; 
                                                          
51 Dr. Maidin Gultom, SH., M. Hum., Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan 
Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 125. 
52 Wawancara dengan Muh. Husni Guna, Pembimbing Kemasyarakatan Anakdi Balai 
Permasyarakatan, Jumat 23 Mei 2014, 13:05 WITA. 
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6) Pekerjaan yang diberikan kepada anak didik tidak boleh bersifat sekedar 
pengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi 
kebutuhan jawatan atau kepentingan negara sewaktu-waktu saja, 
pekerjaan dimasyarakat dan menunjang usaha peningkatan produksi; 
7) Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada anak didik harus berdasarkan 
Pancasila; 
8) Anak didik sebagai orang tersesat adalah manusia dan mereka harus 
diperlakukan sebagai manusia, martabat dan harkatnya sebagai manusia 
harus dihormati; 
9) Anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaannya sebagai satu-
satunya derita yang dapat dialami; 
10) Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi 
rehabilitatif, korektif dan edukatif sistem permasyarakatan. 
Hambatan dalam melakukan pembinaan anak nakal adalah kurangnya 
sumber daya manusia, jumlah Pembimbing Kemasyarakatan pada Seksi 
Bimbingan Klien Anak sebanyak 14 orang, sedangkan yang efektif 
melaksanakan tugas 12 orang. Secara logika jumlah Pembimbing 
Kemasyarakatan tersebut bila dibandingkan dengan beban tugas dan wilayah 
kerja dirasakan sangat kurang. Walaupun latar belakang pendidikan 
Pembimbing Kemasyarakatan, baik formal maupun teknis cukup memadai, tapi 
masih perlu untuk meningkatkan profesionalisme terutama peningkatan 
wawasan tentang permasalahan anak dan kesempatan untuk hal ini masih 
terbatas. Hambatan yang kedua yaitu koordinasi dengan pihak-pihak terkait 
belum maksimal, contohnya pada tingkat Jaksa yang belum memanfaatkan 
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fungsi BAPAS secara maksimal. Masih banyak terjadi pemberitahuan sidang 
dilakukan secara mendadak dan kehadiran Pembimbing Kemasyarakatan 
seakan-akan menjadi formalitas belaka.53 
 
b. Anak Didik Permasyarakatan dan Hak-haknya 
Hak-hak Anak Pidana diatur oleh Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1995, yaitu:54 
1) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaanya; 
2) Mendapat perawatan, baik perawatan jasmani amaupun rohani; 
3) Mendapat pendidikan dan pengajaran; 
4) Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; 
5) Menyampaikan keluhan; 
6) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya 
yang tidak dilarang; 
7) Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu 
lainnya; 
8) Mendapat pengurangan masa pidana (remisi); 
9) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi 
keluarga; 
10) Mendapatkan pembebasan bersyarat; 
11) Mendapatkan cuti menjelang bebas; 
                                                          
53 Wawancara dengan Muh. Husni Guna, Pembimbing Kemasyarakatan Anakdi Balai 
Permasyarakatan, Jumat 23 Mei 2014, 13:05 WITA. 
54Maidin Gultom, SH., M. Hum., Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan 
Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm.139 
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12) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
Berdasarkan Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang 12 Tahun 1995, 
ditentukan bahwa hak-hak Anak Negara, yaitu: 
1) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaanya; 
2) Mendapat perawatan, baik perawatan jasmani amaupun rohani; 
3) Mendapat pendidikan dan pengajaran; 
4) Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; 
5) Menyampaikan keluhan; 
6) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya 
yang tidak dilarang; 
7) Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu 
lainnya; 
8) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi 
keluarga; 
9) Mendapatkan pembebasan bersyarat; 
10) Mendapatkan cuti menjelang bebas; 
11) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, 
hak-hak Anak Sipil, yaitu: 
1) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaanya; 
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2) Mendapat perawatan, baik perawatan jasmani amaupun rohani; 
3) Mendapat pendidikan dan pengajaran; 
4) Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; 
5) Menyampaikan keluhan; 
6) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya 
yang tidak dilarang; 
7) Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu 
lainnya; 
8) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi 
keluarga; 
9) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
 
c. Pembinaan Narapidana Anak 
Pembinaan narapidana anak dipengaruhi masyarakat luar, yang 
menerima narapidana menjadi anggotanya. Arah pembinaan bertujuan, yaitu 
membina pribadi narapidana agar jangan sampai mengulangi kejahatan dalam 
menaati peraturan hukum dan membina hubungan natara narapidana dengan 
masyarakat luar, agar dapat berdiri sendiri dan dapat menjadi anggotanya. 
Jenis-jenis pembinaan narapidana dapat digolongkan atas 3 (tiga), 
yaitu:55 
1) Pembinaan Mental 
                                                          
55Maidin Gultom, SH., M. Hum., Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan 
Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm.144 
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Pembinaan mental dilakukan mengingat terpidana mempunyai masalah 
seperti perasaan bersalah, merasa diatur, kurang bisa mengontrol emosi, 
merasa rendah diri yang diharapkan secara bertahap mempunyai 
keseimbangan emosi. Pembinaan mental yang dilakukan adalah memberi 
pengertian agar dapat menerima dan menangani rasa frustasi dengan wajar 
melalui ceramah, memperlihatkan rasa prihatin melalui bimbingan berupa 
nasehat, merangsang dan menggugah semangat narapidana untuk 
mengembangkan keahliannya, memberikan kepercayaan kepada 
narapidana dan menanamkan rasa percaya diri, untuk menghilangkan rasa 
cemas dan gelisah dengan menekankan pentingnya agama. 
2) Pembinaan Sosial 
Pembinaan sosial mengembangkan pribadi dan hidup kemasyarakatan 
narapidana. Aktivitas yang dilakukan adalah memberi bimbingan tentang 
hidup bermasyarakat yang baik dan memberitahukan norma-norma agama 
kesusilaan, etika pergaulan dan pertemuan dengan keluarga korban, 
mengadakan surat menyurat untuk memelihara hubungan batin dengan 
keluarga dan relasinya dan kunjungan untuk memelihara hubungan yang 
harmonis dengan keluarga. 
3) Pembinaan Keterampilan 
Pembinaan keterampilan bertujuan untuk memupuk dan mengembangkan 
bakat yang dimiliki narapidana, sehingga memperoleh keahlian dan 
keterampilan. Aktivitas yang dilakukan adalah menyelenggarakan kursus 
pengetahuan (pemberantasan buta huruf), kursus persamaan sekolah 
dasar, latihan kejuruan seperti kerajinan tangan membuat sapu atau 
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mengukir, latihan fisik untuk memelihara kesehatan jasmani atau rohani 
seperti senam dan latihan kesenian seperti seni musik. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian penulis diatas, maka penulis dapat berkesimpulan yaitu, 
sebagai berikut: 
1. Dari tahun 2011 hingga tahun 2013 jumlah anak yang melakukan tindak pidana 
mengalami peningkatan yaitu 177 perkara menjadi 200 perkara, disebabkan 
kurangnya perhatian dan pengawasan dari orangtua serta adanya pengaruh dari 
lingkungan pergaulan anak disekolah maupun diluar sekolah. 
2. Perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Makassar 
belum terlaksana secara efektif karena masih adanya anak yang belum 
mendapatkan hak-haknya sebagai anak yang berkonflik dengan hukum seperti 
masih diabaikannnya laporan pembimbing kemasyarakatan oleh penyidik anak, 
penuntut umum anak dan hakim anak. 
B. Saran 
Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi 
ini adalah : 
1. Perlunya peningkatan koordinasi, profesionalitas, sarana serta prasarana dalam 
memberikan perlindungan hukum sehingga hak-hak anak dapat terpenuhi. 
2. Penegakan kembali seluruh asas yang telah diatur sebagai perlindungan hukum 
bagi anak yanga berkonflik dengan hukum. 
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3. Perlu adanya keterkaitan dan kesinambungan antara tindakan penyidikan dan 
kelanjutan tindakan penuntutan. 
4. Mengembangkan alternatif pemidanaan untuk kejahatan yang sering terjadi 
terutama dalam proses peneguran dan aturan pembuktian serta alternatif 
penyelesaian perkara pidana anak. 
5. Penegakan hukum yang lebih efisien dan efektif untuk semua jenis tindak pidana 
yang dilakukan oleh anak agar anak tidak mengulangi tindak pidana tersebut. 
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